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ABSTRAK  

Tenri Ajeng (E011191004). Pengawasan Badan Pendapatan Daerah dalam 
Penggunaan Mobile Payment of Sale (MPOS) Pajak Restoran di Kabupaten 
Sinjai. XVI + 106 Halaman + 4 Gambar + 4 Tabel + 1 Grafik + 45 Daftar 
Pustaka + Lampiran + Dibimbing oleh Dr. Gita Susanti, M.Si. dan Andi 
Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA., M.Sc. 
 
Pengawasan merupakan hal yang penting dalam sebuah pelayanan publik. 
Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa realita yang terjadi di lapangan 
telah sesuai dengan standar yang seharusnya. Dari hasil pengawasan tersebut, 
juga akan menjadi dasar evaluasi dalam hal perbaikan organisasi kedepannya. 
Pada penelitian ini, bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
pengawasan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam penggunaan Mobile 
Payment of Sale (MPOS) pajak restoran di Kabupaten Sinjai. Fokus dalam 
penelitian ini adalah para pemilik rumah makan yan telah menggunakan sistem 
Mobile Payment of Sale (MPOS), masyarakat, serta Badan Pendapatan Daerah 

sebagai instansi yang menangani penggunaan MPOS tersebut. Penelitian ini 
menggunakan teknik penelitian kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran 
informasi yang menyeluruh. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 
melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi pustaka terhadap dokumen-
dokumen yang relevan dengan penelitian.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Badan 
Pendapatan Daerah dalam penggunaan Mobile Payment of Sale (MPOS) pajak 
restoran di Kabupaten Sinjai jika diukur menggunakan 5 (lima) indikator 
pengawasan efektif menurut Handoko (2017) yaitu akurat, tepat waktu, realistik 
secara ekonomis, terpusat pada titik pengawasan strategis, dan diterima oleh 
para anggota organisasi dapat dikatakan belum efektif dalam pelaksanaan 
pengawasan MPOS terhadap Wajib Pajak restoran di Kabupaten Sinjai. Hal 
tersebut dilihat dari masih ditemukannya warung-warung yang tidak maksimal 
dalam menggunakan MPOS ketika tidak diawasi. Hal ini juga semakin diperkuat 
oleh pengakuan pihak pemilik rumah makan yang mengatakan bahwa masih 
banyak masyarakat yang keberatan jika dibebankan pajak 10% karena 
pemahaman masyarakat yang juga masih kurang dengan adanya ketentuan 
pajak tersebut. Akan tetapi, keberadaan MPOS ini sendiri telah memberikan 
kontribusi yang cukup baik terhadap pendapatan pajak restoran di Kabupaten 
Sinjai.  
 
Kata Kunci: Pengawasan, Mobile Payment of Sale (MPOS), Pajak Restoran,   

Badan Pendapatan Daerah.  
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ABSTRACT  

Tenri Ajeng (E011191004). Supervision of the Regional Revenue Agency in 
the Use of Restaurant Tax Mobile Payment of Sale (MPOS) in Sinjai 
Regency. XVI + 106 Pages + 4 Images + 4 Tables + 1 Graphic + 45 
Bibliography + Appendix + Supervised by Dr. Gita Susanti, M.Si. and Andi 
Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA., M.Sc. 
 
Supervision is an important thing in a public service. Supervision is carried out to 
ensure that the reality that occurs in the field is in accordance with the standards 
that should be. From the results of this supervision, it will also become the basis 
for evaluation in terms of future organizational improvements. In this study, to 
describe and analyze the supervision of the Regional Revenue Agency on the 
use of Mobile Payment of Sale (MPOS) restaurant taxes in Sinjai Regency. The 
focus of this research is restaurant owners who have used the Mobile Payment of 
Sale (MPOS) system, the community, and the Regional Revenue Agency as the 
agency that handles the use of the MPOS. This study uses descriptive qualitative 
research techniques to obtain a comprehensive picture of information. The data 
used in this study were obtained through interviews, field observations, and 
literature study of documents relevant to the research. 
 
The results showed that the implementation of supervision by the Regional 
Revenue Agency on the use of Mobile Payment of Sale (MPOS) for restaurant 
taxes in Sinjai Regency when measured using 5 (five) indicators of effective 
supervision according to Handoko (2017), namely accurate, timely, economically 
realistic, centralized at strategic control points, and accepted by members of the 
organization it can be said that it has not been effective in implementing MPOS 
supervision of restaurant taxpayers in Sinjai Regency. This can be seen from the 
fact that there are stalls that are not optimal in using MPOS when not supervised. 
This was also further strengthened by the recognition of restaurant owners who 
said that there were still many people who objected to being charged a 10% tax 
because people's understanding was also lacking with the existence of these tax 
provisions. However, the existence of MPOS itself has contributed quite well to 
restaurant tax revenue in Sinjai Regency. 
 
Keywords: Supervision, Mobile Payment of Sale (MPOS), Restaurant Tax, 

Local Revenue Agency. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang  

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern membawa 

perubahan pada kehidupan manusia. Kehadiran teknologi yang semakin 

canggih memberikan kemudahan terhadap berbagai aktivitas manusia, 

tidak terkecuali pada pelayanan publik. Di Indonesia sendiri, pelayanan 

publik yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagian besar telah 

berbasis elektronik government. Dengan sistem e-Government ini, 

diharapakan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia semakin 

transparan, efektif dan efisien.  

Dalam menciptakan pelayanan publik yang baik, tentunya pemerintah 

harus dapat bersinergi aktif dalam memberikan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, tidak dapat 

dipungkiri bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah belum 

sepenuhnya dapat memberikan kepuasan yang optimal kepada 

masyarakat, salah satunya pada aspek pelayanan pajak daerah. Pajak 

menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar yang 

tentunya harus dikelola dengan baik. Pemerintah daerah sebagai 

pengelola otonomi daerah, tentu memiliki cita-cita untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut salah satunya dapat 

diwujudkan melalui pengelolaan sumber-sumber pendanaan pelaksanaan 

Pemerintahan Daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 
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Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang 

Sah.  

Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 18, menjelaskan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari 

hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, 

yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah dalam 

pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai asas desentralisasi 

dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan.  

Dalam hal ini, pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah 

yang penting dalam mewujudkan pembangunan daerah. Dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, disebutkan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri 

atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak 

penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, 

pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan 

pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan.  

Kabupaten Sinjai merupakan sebuah kabupaten yang terletak di 

bagian Pantai Timur Provinsi Sulawesi Selatan, yang kaya dengan 

sejarah, budaya dan keindahan alamnya. Kabupaten Sinjai memiliki 



3 
 

banyak destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi (Sinjai.Info, 2019).  

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang dapat 

mendatangkan pendapatan daerah bagi Kabupaten Sinjai. Restoran 

adalah suatu tempat penyedia makanan dan/atau minuman dengan 

dipungut bayaran, yang juga mencakup rumah makan, kaferia, kantin, 

warung, bar, dan sejenisnya termasuk pula jasa boga/catering. Kabupaten 

Sinjai memiliki banyak potensi wisata maupun kuliner yang menjadi daya 

tarik tersendiri bagi daerah tersebut untuk menjadi tujuan wisata. Oleh 

sebab itu, pemerintah Kabupaten Sinjai tentu perlu melakukan 

peningkatan dan pengembangan fasilitas untuk memaksimalkan 

pelayanan publik.  

Keberadaaan restoran atau rumah makan yang semakin banyak, 

membuat pemerintah harus terus berusaha untuk menciptakan pelayanan 

publik yang optimal. Strategi dan inovasi dibutuhkan pemerintah dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebagai salah satu bentuk 

tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat, pemerintah telah 

menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), salah satunya adalah dengan adanya pengembangan 

sistem pembayaran online, dalam hal ini yaitu diberlakukannya program 

Mobile Payment of Sale (MPOS) yang diharapkan dapat mengoptimalkan 

pelayanan kepada masyarakat, khususnya penyampaian pajak oleh Wajib 

Pajak.  

Mobile Payment of Sale (MPOS) merupakan alat perekam transaksi 

pajak secara otomatis. Mobile Payment of Sale (MPOS) dapat berupa 

sebuah checkout counters dalam sebuah toko atau tempat usaha dimana 
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transaksi terjadi. Secara lebih spesifik, MPOS umumnya merujuk pada 

perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh checkout 

counter seperti electronic cash register, barcode scanner, pembaca kartu, 

dan perangkat lainnya. MPOS ini banyak diberlakukan antara lain pada 

pajak supermarket, pajak restoran, pajak hotel, maupun pajak parkir. 

Implementasi MPOS di Kabupaten Sinjai sendiri mulai diluncurkan sejak 

Juni 2019 (Sinjaikab.go.id, 2019).  

Indonesia.go.id (2019) melaporkan sebuah survei yang dilakukan oleh 

Price weterhouse Coopers (PwC) berkaitan dengan Global Consumer 

Insight 2019, yang menyatakan bahwa sistem pembayaran melalui 

perangkat bergerak atau mobile payment kini telah menjadi tren. Dalam 

survei PwC tersebut, menemukan bahwa 47% responden di Indonesia 

saat ini telah menggunakan piranti pembayaran untuk bertransaksi pada 

tahun 2019. Angka tersebut meningkat dari tahun 2018 yang sebelumnya 

hanya sekitar 38%. Dalam survei tersebut juga menjelaskan bahwa 

transaksi mobile payment di Indonesia mencapai USD16,4 miliar pada 

tahun 2019, dimana angka tersebut setara dengan 2% dari Produk 

Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar USD888,6 miliar, dan angka 

tersebut melonjak sebesar USD30 miliar pada tahun 2020. Adapun 

ditingkat Global disebutkan oleh lembaga riset dunia Statista, pangsa 

pasar mobile payment di dunia mencapai USD154,4 miliar pada tahun 

2021. (Indonesia.go.id, 2019).  

Tujuan MPOS adalah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah di 

sektor pajak dan mencegah adanya kebocoran pajak. MPOS dioperasikan 

melalui sebuah aplikasi yang diinstal kedalam device tablet dengan nama 
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AIRSale, yang merupakan aplikasi kasir berbasis online untuk 

mempertemukan kemudahan antara pembeli, pebisnis, dan pemerintah 

daerah pada transkasi retail. Dengan teknologi yang semakin canggih, 

tentunya MPOS ini memiliki banyak kelebihan diantaranya, dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi pemerintah, meningkatkan 

transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik, serta dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pajak jenis tertentu 

dengan melakukan pengawasan secara realtime terhadap Wajib Pajak 

secara online.  

Akan tetapi, meskipun memiliki banyak kelebihan, dalam sistem ini 

juga masih ditemukan kekurangan. Sebagaimana diketahui jika sistem 

tersebut berbasis online, tentunya akan menghadapi kendala jaringan 

yang tidak stabil. Kekurangan lainnya adalah tidak semua lapisan 

masyarakat memahami sistem MPOS dengan baik, serta pengawasan 

teknis pemakaian ke Wajib Pajak secara langsung perlu dilakukan oleh 

tenaga ahli dengan waktu secara berkala untuk memastikan tidak adanya 

kecurangan.  

Permasalahan lainnya dalam penggunaan aplikasi MPOS ini adalah 

karena penerapan MPOS merupakan salah satu program nasional dari 

Pemerintah Pusat, maka tentunya hal ini menjadi kewajiban bagi 

Pemerintah Daerah agar memastikan bahwa daerah telah menggunakan 

MPOS tersebut, sehingga Badan Pendapatan Daerah dalam hal ini harus 

memastikan bahwa penggunaan aplikasi tersebut terlaksana dengan baik. 

Selain itu, permasalahan lainnya juga terdapat pada tempat aplikasi 

tersebut digunakan. Dalam hal ini salah satunya yaitu restoran, dimana 
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tentunya tidak semua restoran atau rumah makan menerima dengan baik 

kehadiran aplikasi MPOS dan bersedia menggunakannya. Banyak 

restoran atau rumah makan yang merasa terbebani dengan adanya 

aplikasi tersebut, karena pajak restoran tentunya akan dapat mengalami 

perubahan secara otomatis sesuai ketentuan pemerintah yang akan 

langsung terintegrasi dengan aplikasi MPOS tersebut.  

Badan Pendapatan Daerah atau yang biasa disingkat Bapenda, 

adalah sebuah Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pendapatan Daerah 

dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Badan Pendapatan daerah 

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan 

desentarlisasi dan dekonsentrasi di bidang Pendapatan Daerah, sesuai 

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.   

Oleh sebab itu, peneliti memilih lokasi penelitian di Badan Pendapatan 

Daerah (Bapenda) Kabupaten Sinjai sebagai objek penelitian karena 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam hal ini memiliki peranan 

penting sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam hal pemungutan 

pajak dan pemasukan penerimaan pajak daerah ke dalam kas daerah, 

khususnya pajak restoran. Penulis melihat bahwa pajak restoran menjadi 

salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap 

khas daerah karena keberadaan restoran tentunya banyak memberikan 

kemudahan bagi masyarakat.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul:  
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“Pengawasan Badan Pendapatan Daerah dalam Penggunaan Mobile 

Payment of Sale (MPOS) Pajak Restoran di Kabupaten Sinjai”.  

 

I.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan 

yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten 

Sinjai terhadap penggunaan Mobile Payment of Sale (MPOS) pajak 

restoran di Kabupaten Sinjai? 

 

I.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan Badan 

Pendapatan Daerah (Bapenda) terhadap penggunaan Mobile Payment of 

Sale (MPOS) pajak restoran di Kabupaten Sinjai.  

 

 I.4 Manfaat Penelitian  

a. Manfaat praktis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan 

masukan kepada berbagai pihak khususnya penyelenggara pajak 

daerah, dalam hal ini yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 

Kabupaten Sinjai, sehingga dapat dijadikan referensi dan memberikan 

kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pelayanan pajak melalui 

Mobile Payment of Sale (MPOS) sesuai dengan harapan 
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penyelenggara layanan maupun masyarakat sebagai pengguna 

layanan.  

b. Manfaat akademis 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan menjadi 

sumber informasi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji 

permasalahan terkait pajak daerah, khususnya terkait penggunaan 

Mobile Payment of Sale (MPOS). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1 Konsep Pengawasan  

II.1.1 Pengertian Pengawasan 

Secara umum, pengertian pengawasan (controling), ialah proses 

untuk menjamin semua aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditentukan. Menurut Rohman (2017:10), 

mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya pemantauan yang 

dilakukan secara terus-menerus untuk memahami bidang-bidang 

tertentu dari perencanaan yang sedang dijalankan. Pengawasan yang 

baik akan sekaligus berfungsi sebagai evaluasi dari rencana yang telah 

dikerjakan, karena pada dasarnya pengawasan akan menghasilkan 

suatu kesimpulan akhir dari rencana yang telah dikerjakan. Effendi 

(2018:223), mengemukakan bahwa pengawasan dapat didefinisikan 

sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan 

manajemen tercapai. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang 

sangat erat antara perencanaan dan pengawasan, karena dapat 

dikatakan bahwa rencana itulah yang menjadi standar atau alat 

pengawasan bagi pekerjaan yang sedang berjalan.  

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan 

adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah ataupun 

memperbaiki kesalahan, mencegah adanya penyimpangan, atau 

mengevalausi kegiatan yang dilakukan apakah telah sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan.  



10 
 

II.1.2 Proses Pengawasan  

        Handoko (2017:371-372), mengemukakan bahwa konsep 

pengawasan efektif harus memenuhi karakteristik-karakteristik 

tertentu. Karakteristik utama dalam pengawasan hendaknya 

memenuhi beberapa kriteria:  

1. Akurat 

Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak 

akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi 

mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan 

masalah yang sebenarnya tidak ada.  

2. Tepat Waktu  

Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya 

bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.  

3. Realistik Secara Ekonomis  

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau 

paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem 

tersebut.  

4. Terpusat Pada Titik Pengawasan Strategik  

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang 

dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi 

atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.  

5. Diterima Oleh Para Anggota Organisasi   

Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja 

para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, 

tanggung jawab dan berprestasi.   
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II.1.3 Sifat Pengawasan  

Sururama dan Rizki (2020:51), menjelaskan bahwa terdapat 

beberapa ciri pengawasan antara lain:  

1. Pengawasan harus bersifat fact finding, dalam artian bahwa 

pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta 

tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.  

2. Pengawasan harus bersifat preventif, dalam arti bahwa 

pengawasan tersebut dijalankan untuk mencegah adanya 

penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-

penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.  

3. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien, jangan sampai 

pengawasan tersebut menghambat usaha peningkatan efisiensi 

dalam organisasi.  

4. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana 

dapat meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan 

tugasnya. 

5. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak yang 

bersalah jika terjadi ketidakberesan, melainkan untuk menemukan 

apa yang tidak tepat.  

6. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang, dimana pengawasan 

tersebut hanya ditujukkan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini 

sedang dilaksanakan.  

II.1.4 Teknik Pengawasan 

Menurut Effendi (2018:225-226), pengawasan cenderung 

dilakukan dengan dua teknik: 
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a. Pengaawasan langsung (direct control), dilakukan melalui 

peninjauan pribadi, dimana terjadi apabila suatu pimpinan 

organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap aktivitas yang 

sedang dilaksanakan para bawahan/karyawan. Pengawasan ini 

dapat berbentuk inspeksi langsung, on the spot observation, 

ataupun on the sport report.  

b. Pengawasan tidak langsung (indirect control), merupakan 

pengawasan yang dilakukan pimpinan secara jarak jauh. 

Pengawasan ini dilaksanakan berdasarkan atas laporan yang 

disampaikan oleh bawahan, baik laporan secara tertulis maupun 

lisan. Akan tetapi, pengawasan ini memiliki kelemahan 

dibandingkan pengawasan langsung karena terkadang karyawan 

atau bawahan hanya melaporkan hal-hal yang bersifat positif.  

 

II.2 Konsep E-Government  

  Secara umum, e-Government dapat didefinisikan sebagai 

pemanfaaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (Darmawan et 

al., 2020:3). World Bank (2012) dikutip oleh (Darmawan et al., 2020:3), 

mendefinisikan e-Government sebagai penggunaan TIK oleh instansi 

pemerintah (seperti WAN, internet, mobile computing) yang memiliki 

kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan 

pihak yang terkait dengan pemerintah. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa e-Government merupakan wujud dari pemanfaatan 

perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh sektor 
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publik untuk membangun suatu mekanisme interaksi baru, dimana 

melibatkan pemerintah dengan seluruh stakeholder (masyarakat, bisnis, 

lembaga pemerintah maupun non pemerintah lainnya) dengan tujuan 

untuk menciptakan akses informasi yang lebih luas dan transparan, 

layanan publik yang berkualitas, serta kemampuan untuk berpartisipasi 

dalam proses penyelengaaraan pemerintahan (Darmawan et al., 2020:5-

6).  

  Dalam implementasi e-Government pada prinsipnya dapat 

dikategorikan menjadi empat tipe (Indrajit, 2016 : 24-26) sebagai berikut:  

a. Government to Citizen (G2C), merupakan model atau aplikasi e-

Government yang bertujuan dalam menyediakan akses informasi dan 

layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya G2C ini, 

masyarakat tidak harus datang lagi secara fisik untuk mengakses 

layanan pemerintah namun dapat menggunakan berbagai saluran 

teknologi seperti website, SMS, aplikasi, dan lain-lain. Contoh aplikasi 

dari G2G ini yaitu adanya System-Oriented-Approach, dimana 

kementerian terkait berhasil menciptakan sebuah sistem yang 

menjamin terciptanya sebuah proses pelayanan publik yang efektif, 

efisien dan terkontrol dengan baik. Aplikasi e-Lapor merupakan salah 

satu contoh aplikasi sistem pengaduan masyarakat berskala nasional 

yang digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan keluhan, aspirasi, 

maupun informasi kepada pemerintah melalui saluran elektronik 

seperti website, SMS, maupun aplikasi mobile lainnya.  

b. Government to Bussines (G2B), merupakan model atau aplikasi e-

Government yang bertujuan untuk menyediakan informasi dan 
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layanan bagi dunia bisnis dan industri. G2B ini dikembangkan untuk 

memenuhi berbagai informasi yang diperlukan bagi kelangsungan 

suatu bisnis dimana dalam menjalankan usahanya, para pebisnis 

yang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan instansi 

pemerintah misalnya dalam hal pengurusan surat izin usaha, 

pendaftaran perusahaan, pelaporan wajib pajak dan lain-lain, dapat 

berinteraksi dengan mudah menggunakan aplikasi e-Government 

tanpa harus bertemu secara langsung. Contoh aplikasi dari G2B ini 

yaitu para perusahaan Wajib Pajak dapat dengan mudah menjalankan 

aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang harus 

dibayarkan kepada pemerintah dan melakukan pembayaran melalui 

internet.  

c. Government to Governments (G2G), merupakan model atau aplikasi 

e-Government yang bertujuan untuk saling bertukar informasi antara 

instansi pemerintah. Model G2G ini terdiri atas dua, yaitu G2G 

horizontal dan G2G vertikal. G2G horizontal adalah relasi yang dijalin 

antara satu unit pemerintah dengan unit pemerintah lainnya dalam 

satu tingkatan (Silalahi, Napitupulu dan Patria, 2015). Sedangkan 

G2G bersifat vertikal, merupakan relasi yang dilakukan lintas instansi 

pemerintah dalam tingkatan yang berbeda, misalnya antara 

pemerintah pusat dan daerah, tingkat kelurahan dan kecamatan, dan 

lain-lain. Contoh aplikasi dari G2G ini yaitu diterapkannya sistem e-

budgeting yang merupakan suatu mekanisme penyusunan anggaran 

pemerintah yang berbasis elektronik dengan tujuan untuk 

meningkatkan transaparansi pelaksanaan penganggaran secara 
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nasional. E-budgeting hadir sebagai alternatif solusi bagi pemerintah 

pusat dan daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran 

secara terpadu melalui situs online.  

d. Government to Employee (G2E), merupakan model aplikasi e-

Governmet yang bertujuan untuk mendukung pengeleloaan Sumber 

Daya Manusia (SDM) dalam lingkungan pemerintah. Aplikasi e-

Goverrment juga diperuntukkan untuk mendukung kinerja dan 

kesejahteraan para pegawai negeri dan karyawan pemerintahan yang 

bekerja di berbagai instansi sebagai pelayan masyarakat. Contoh 

aplikasi dari G2E ini yaitu adanya sistem asuransi kesehatan dan 

pendidikan bagi para pegawai dalam lingkup pemerintahan yang telah 

terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, 

poliklinik, apotek, dan lain-lain) dan institusi-institusi pendidikan 

(sekolah, perguruan tinggi, dan lain sebagainya) untuk menjamin 

tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya.   

 

II.3 Konsep Mobile Payment of Sale (MPOS) 

Mobile Payment of Sale (MPOS), merupakan sebuah kegiatan yang 

berorientasi pada penjualan serta sistem yang memudahkan proses 

transaksi. Mobile Payment of  Sale (MPOS) ini merupakan alat perekam 

transaksi pajak yang bekerja secara otomatis, yang terdiri dari hardware 

dan software dimana kedua komponen tersebut digunakan dalam setiap 

proses transaksi. Software merupakan komponen utama dari sistem 

MPOS yang pada akhirnya menentukan jalannya proses, seperti apa 

yang harus dilakukan dan bagaimana melakukan. Sedangkan hardware 
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MPOS dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya, membantu proses 

pembayaran dan membuat tanda terima dari pelanggan. Sistem MPOS ini 

tidak hanya melakukan transaksi jual beli saja, namun didalamnya juga 

terintegrasi dengan perhitungan akuntansi, manajemen barang dan stok, 

laporan laba rugi dalam jangka waktu mingguan ataupun jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kebutuhan pemakai (Yulius dan Tjandra, 2016:2).  

Bachtiar dan Kurniati (2020:9), berpendapat bahwa pembuatan 

sistem kasir berbasis MPOS menggunakan firebase realtime database 

yang telah diuji, telah sesuai dengan sistem kasir yang diharapkan. Hal 

tersebut didasarkan atas hasil uji tes yang pernah dilakukan dan 

menyimpulkan hal tersebut sebagai berikut: 

1. Aplikasi dapat mengatasi pengelolaan master data yang 

diperlukan oleh pengguna (pemilik rumah makan) secara 

menyeluruh, baik master data pengguna, produk, kategori, 

maupun rumah makan.  

2. Aplikasi dapat membantu pengguna dalam pencatatan laporan 

transaksi serta dapat menyajikan laporan riwayat transaksi dan 

detail transaksi.  

3. Aplikasi MPOS ini dapat membantu pengguna (pemilik rumah 

makan atau kasir) dalam proses transaksi, dimana pengguna 

dapat dengan mudah dan cepat melakukan proses perhitungan 

total pesanan pelanggan sehingga dapat mengurangi resiko 

kesalahan dalam perhitungan, lambat dalam perhitungan, 

mengurangi penggunaan kertas nota karena proses pencatatan 

otomatis dilakukan oleh sistem. Hal tersebut tentu saja berdampak 
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pada efisiensi keuangan pemilik rumah makan. 

 

II.4  Konsep Pajak  

II.4.1 Pengertian Pajak  

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum 

dan tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 ayat 1, menetapkan bahwa 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Irianto (2005) dikutip oleh Mustaqiem (2014:22) berpendapat 

bahwa pajak adalah saham politik rakyat atas negara sehingga rakyat 

memiliki hak-hak istimewa dalam setiap politik untuk menentukan 

kebijakan negara. 

 Mardiasmo (2011:1) berpendapat bahwa, pajak memiliki dua 

fungsi:  

a. Fungsi anggaran (budgetair), yaitu pajak sebagai sumber 

dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. 

b. Fungsi mengatur (regulerend), yaitu pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah 

dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-

tujuan tertentu di luar bidang keuangan.  

II.4.2 Jenis Pajak  

 Resmi (2013:7), berpendapat bahwa terdapat berbagai jenis pajak 
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yang dapat dikelompokkan menjadi tiga pengelompokkan, sebagai 

berikut:  

1. Pajak menurut golongan  

Jenis pajak ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:  

a. Pajak langsung, merupakan pajak yang harus dipikul atau 

ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan 

atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.  

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).  

b. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak ini 

terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan 

yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi 

penyerahan barang atau jasa.  

    Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

2. Pajak menurut sifatnya  

Jenis pajak ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:  

a. Pajak subjektif, merupakan pajak yang pengenaannya 

memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan 

pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.  

  Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).  

b. Pajak objektif, merupakan pajak yang pengenaannya 

memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, 

perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya 

kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan 

pribadi Wajib Pajak maupun tempat tinggal.  
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 Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) 

3. Pajak menurut lembaga pemungut  

 Jenis pajak ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a. Pajak negara (pajak pusat), merupakan pajak yang 

dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara pada umumnya.  

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan 

Nilai   (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM).  

b. Pajak daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh 

Pemerintah Daerah baik tingkat 1 (Pajak Provinsi) maupun 

daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.  

II.4.3 Pengertian Pajak Daerah 

 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Rertribusi Daerah mengatur ketentuan pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Subjek pajak adalah 

orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak, sedangkan Wajib 

Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
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kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan Perpajakan Daerah. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa pajak daerah 

dikelola oleh provinsi dan kabupaten/kota.  

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:  

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Air Permukaan; dan  

e. Pajak Rokok  

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:  

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Huburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f.    Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 

i.    Pajak Sarang Burung Walet; 

j.    Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 Akan tetapi, jenis pajak diatas tidak semuanya dipungut oleh 

pemerintah suatu daerah. Apabila potensinya kurang memadai 
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dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah, dan daerah dilarang memungut pajak 

selain dari jenis pajak diatas.  

II.4.4 Tarif Pajak  

 Ambo (2021:28), berpendapat bahwa terdapat empat jenis struktur 

tarif yang berhubungan dengan pola presentase tarif pajak, yaitu:  

1. Tarif pajak proporsional/sebanding, merupakan tarif pajak 

dengan presentase tetap terhadap berapapun jumlah yang 

menjadi dasar pengenaan pajak. Misalnya, dikenakan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% atas penyerahan Barang 

Kena Pajak.  

2. Tarif pajak progresif, merupakan tarif pajak yang presentasenya 

menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar 

pengenaan tarif pajaknya semakin besar. Misalnya, Pajak 

Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi yang jika 

pendapatannya semakin meningkat dalam level waktu tertentu, 

maka akan meningkat pula tarif dasar pengenaan pajaknya.  

                    Adapun tarif pajak progresif ini terbagi atas:  

a. Tarif Progresif-progresif. Dimana dalam hal ini, kenaikan 

presentasi pajak semakin besar mengikuti penghasilan 

Wajib Pajak.  

b. Tarif Progresif-tetap, merupakan tarif pajak yang kenaikan 

presentase pajaknya tetap.  

c. Tarif Progresif-degresif, merupakan tarif pajak yang 

kenaikan presentase pajaknya semakin kecil.  



22 
 

3. Tarif pajak degresif, merupakan presentase tarif pajak yang 

semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan 

pajaknya menjadi semakin besar.  

4. Tarif pajak tetap, merupakan tarif pajak berupa jumlah yang tetap 

(sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar 

pengenaan pajak. Contohnya yaitu bea materai.  

II.4.5 Sistem Pemungutan Pajak  

  Resmi (2013:11), berpendapat bahwa dalam pemungutan pajak 

dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, antara lain:  

1. Official Assessment System  

 Merupakan suatu sistem pemungutan yang 

memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) 

dalam penentuan besarnya pajak terutang oleh Wajib 

Pajak.  

  Adapun ciri Official Assessment System ini antara lain: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak 

terutang berada ditangan fiskus atau pemerintah  

b. Wajib Pajak bersifat pasif  

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat 

ketetapan pajak oleh fiskus.  

2.   Self Assessment System 

 Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak terutang.  

  Adapun ciri Sefl Assessment System ini antara lain: 
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a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak 

terutang ada pada Wajib Pajak itu sendiri  

b. Wajib Pajak terlibat aktif mulai dari menghitung, 

menyetor hingga melaporkan sendiri pajak yang 

terutang  

c. Fiskus tidak ikut campur mengawasi  

3. With Holding System  

 Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan 

bukan pula Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 

Perpajakan yang  berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini 

dilakukan sesaui Peraturan Perundang-undangan 

Perpajakan, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya 

untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan 

mempertanggungjawabkan melaui sarana perpajakan yang 

tersedia.  

 

II.5 Pajak  Restoran 

II.5.1 Pengertian Pajak Restoran 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, mengatur Pajak Restoran sebagai pajak atas 

pelayanan yang disediakan oleh restoran. Adapun yang dimaksud 

restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan 
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dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kaferia, kantin, 

warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Sehingga, 

dapat disimpulkan bahwa pajak restoran ialah pajak pelayanan yang 

diperuntukkan bagi setiap Wajib Pajak restoran, baik itu orang pribadi 

ataupun Badan yang menjalankan pelayanan restoran dan sejenisnya.  

II.5.2 Objek dan Subjek Pajak Restoran 

   Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa subjek pajak 

restoran  ialah orang pribadi ataupun Badan yang dikenakan Wajib 

Pajak. Sedangkan objek pajak restoran adalah pelayanan yang 

disediakan oleh restoran. Adapun pelayanan yang dimaksud dalam hal 

ini ialah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang 

dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat maupun di tempat 

lain. Adapun Wajib Pajak restoran, adalah orang pribadi atau Badan 

yang memiliki usaha restoran. 

II.5.3 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Restoran  

  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa dasar pengenaan pajak 

restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang 

seharusnya diterima restoran. Adapun jumlah pembayaran yang 

diterima restoran adalah jumlah pembayaran setelah potongan harga, 

dan jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan 

ataupun minuman.  

 Dalam  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa tarif pajak restoran 
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adalah sebagai berikut:  

a.  Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen) 

b.  Tarif pajak restoran ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan 

Daerah.  

 

II.6 Penelitian Terdahulu  

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Judul Temuan 

1.  Edisah Putra 

Nainggolan 

(2018) 

Analisis Pengawasan 

dalam Meningkatkan 

Kinerja Penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan pada 

Badan Pengelolaan Pajak 

dan Retribusi Daerah Kota 

Medan  

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan, diperoleh 

kesimpulan bahwa kinerja 

penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) belum 

mencapai target. Hal tersebut 

disebabkan masih lemahnya 

pengawasan yang dilakukan, 

yang kemudian mempengaruhi 

kinerja Badan Pengelolaan 

Pajak dan Retribusi Daerah 

Kota Medan masih kurang 

optimal. Hal tersebut salah 

satunya dapat dilihat dari belum 

terealisasinya target yang telah 
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ditentukan sebelumnya oleh 

Badan Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kota Medan.   

2.  Fajar Tri Sakti dan 

Sanri Nabila Fauzia  

(2018) 

Pengaruh Pengawasan 

Pajak Hotel terhadap 

Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak (Studi Kasus pada 

Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Garut) 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan, maka diperoleh 

kesimpulan bahwa pengawasan 

Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Garut pada Pajak 

Hotel Kabupaten Garut telah 

berjalan dengan baik 

berdasarkan variabel 

pengawasan (yang didasarkan 

pada variabel pengawasan 

menurut Terry dalam Winardi 

(2012: 397)). Hal tersebut 

dilihat dari tingkat mengukur 

hasil pekerjaan yang berada 

pada kategori tinggi, tingkat 

membandingkan hasil 

pekerjaan dengan standar dan 

memastikan perbedaan yang 

berada pada kategori tinggi, 

serta tingkat mengoreksi 

penyimpangan yang tidak 

dikehendaki melalui tindakan 
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perbaikan yang juga berada 

pada kategori tinggi. Hanya 

saja, terdapat satu indikator 

dalam dimensi mengoreksi 

penyimpangan yang tidak 

dikehendaki melalui tindakan 

perbaikan yang masih belum 

optimal.   

3.  Irfan Saeful Ikhsan 

dan Faizal Pikri 

(2021) 

 

Pengawasan Pajak 

Reklame di Badan 

Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Kota Bandung 

Berdasarkan proses 

pengawasan pajak reklame 

yang dilakukan oleh Badan 

Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Kota Bandung, yang 

didasarkan pada konsep 

karakteristik pengawasan efektif 

menurut Handoko, didapatkan 

hasil penelitian bahwa 

pengawasan pajak reklame 

pada Badan Pengelolaan 

Pendapatan Kota Bandung 

telah menerapkan pengawasan 

yang efektif. Namun, masih 

terdapat beberapa aspek yang 

belum berjalan dengan baik 

seperti aspek realistik 
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organisasi dikarenakan kurang 

memadainya jumlah sumber 

daya manusia dalam 

melakukan pengawasan. Selain 

itu pemahaman Wajib Pajak 

terkait perpajakan masih kurang 

dan tujuan penentuan potensi 

perpajakan reklame belum 

mencapai target. 

4.  Febi Rizki Heriyana, 

Neneng Weti, dan 

Yogi Suprayogi 

(2021) 

Pengawasan Penerimaan 

Pajak Hotel Bersumber 

Dari Rumah Kos di 

Kecamatan Coblog Kota 

Bandung oleh Badan 

Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Kota Bandung  

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan, diperoleh 

bahwa pengawasan 

penerimaan pajak hotel 

bersumber dari Rumah Kos di 

Kecamatan Coblog Kota 

Bandung oleh Badan 

Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Kota Bandung secara 

keseluruhan dikategorikan 

kurang baik bila didasarkan 

pada empat langkah 

pengawasan menurut Griffin. 

Hal tersebut dilihat pada 

standar pemeriksaan pajak 

hotel bersumber belum 
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maksimal dalam sebuah 

tahapan pengawasan, yang 

meliputi penentuan, 

pencocokan, pengumpulan 

material, masih belum cocok 

dengan Wajib Pajak yang telah 

ditetapkan. Hal lainnya juga 

pada data base alamat Wajib 

Pajak tidak jelas dan tidak 

memiliki jumlah yang jelas 

perwilayah di Kota Bandung.  

 

II.7 Kerangka Berpikir 

 Untuk mengukur pengawasan Badan Pendapatan Daerah dalam 

penggunaan Mobile Payment of Sale (MPOS) terhadap pajak restoran di 

Kabupaten Sinjai, maka penulis menggunakan konsep yang diutarakan 

Handoko (2017), yang mengemukakan bahwa pengawasan efektif harus 

memenuhi karakteristik-karakteristik sebagai berikut:  

1. Akurat 

Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak 

akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi 

mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan 

masalah yang sebenarnya tidak ada.  

2. Tepat Waktu  

Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya 
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bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.  

3. Realistik Secara Ekonomis  

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau 

paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem 

tersebut.  

4. Terpusat Pada Titik Pengawasan Strategik  

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang 

dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi 

atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.  

5. Diterima Oleh Para Anggota Organisasi   

Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja 

para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, 

tanggung jawab dan berprestasi.   

Adapun kerangka pikir diatas, dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar II.1 Kerangka Pikir 

 

 

  

Pengawasan Badan Pendapatan 

Daerah (Bapenda) Kabupaten 

Sinjai  

Kriteria Pengawasan Efektif 

1. Akurat  
2. Tepat Waktu  

3. Realistik Secara Ekonomis 

4. Terpusat Pada Titik 
Pengawasan Strategik  

5. Diterima Oleh Para 

Anggota Organisasi  

 
(Handoko: 2017) 
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